
Menimbang : a.

Mengingat

b.

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR II TAHUN 2O2O

TDNTANG

BATAS DESA ANTARA DESA MULYOHARJO
DENGAN DESA TRIMUKTI KECAMATAN BTS ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

c.

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan'

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas

desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimukti Kecamatan

BTS Ulu, perlu ditetapkan batas desanya;

bahwa batas desa antara Desa Mulyohado dengan Desa

Trimukti Kecamatan BTS Ulu sebagaimana dimaksud huruf a'

telah disepakati oleh Pemerintah Kecarnatan BTS Utu'

Pemerintah Desa Mulyoharjo, dan Pemerintah Desa Trimukti

untuk diselesaikan perselisihan batas desa oleh Pemerintal

Kabupaten Musi Rawas, sesuai Bcrita Acara Musyawarah

Penyelesaian Batas Desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa

Trimukti Nomor:13O/ 292IBTSU/BA/2019 tarrgeed 23 Desember

2019;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2Oi6, untuk penyelesaian

perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b

melalui Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Batas Desa antara Desa

Mulyohario dengan Desa Trimukti Kecamatan BTS Ulu'

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pemb€ntukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73' Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

A'.



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA ANTARA DESA

MULYOHAR.JO DENGAN DESA TRIMUKTI KECAMATAN BTS ULU'

Pasal f

Dalarn Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

f. Bupati adalah Bupati Musi Rawas'

2. Kecematan adafah wilayah kerja Camat sebagai Pcrangkat

Daerah di KabuPaten Musi Rawas'

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

betas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus

kepentingan masyaral€t s€temPat, berdasarkan asal usul dan

adat istiadat setemPat yang diakui dan dihormati dalam sistcm

pemerintahen Negara l(esatuan RePublik Indonesia'

4. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi Pemcrintahan

antar desa yang merupakan rangkaian titik - 6tik koordinat

yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda - tanda

alam scPerti igirl punggung gunung/ PcgununSan (s'ater3hed)'

median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang

dituangkan dalam bentuk Peta'

5. Titik Kartometrik yang selianjutnya disingkat TK adalah titik-titik

koordinat batas Yeng ditentukan berdasarkan

pengukuran/perhitungan posisi titik dengian menggunakan pcta

dasar dan Peta - p€ta lain s€bagai pelengkap'

6. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perPotongan antara

garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek

baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi

diliapangsn atau bumi dengan di peta'

7. tfenetapan dan PenegaEan batas desa adalah serangkaiafl Prosc8

penetaPan batas Desa secara kartometriE diataa suatu pcta

dasar yang disepakati yang dilanjutlGn dengan kegiatan

penentuan titik - titik koordinat bataa Desa yanS daPat

dilakukan dengan metode kartometdk dan/ atau survey

dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta batas d€sa

dengsn daftar titik - titik koordinat batas Desa'
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2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informa8i

Geospasial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 49, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2514);

Undang-Undang Nomor 6 Tehun 2014 tentang Desa (l€mbaran

Negara Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 7, Tanbahan

L€mbaran Negara Republiklndonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Lali tcraldrir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang

Perubahan K€dua AtaB Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4

tentarg Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 5E Tambahan Lmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Feraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lcmbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2014

Nomor 123, Tambahan lcmbaran Negara Republik Indoneeia

Nomor 5339) scbageimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pcrubahan

Peraturan Femerintah Nomor 43 ?ahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Talun 2014 tentang Desa

(kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 157,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Pereturan Menteri Dalqin Ncgeri Nomor 45 Tahun 2016 tentaflE

Pedoman Penetapan dan Fenegasan Batas Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembcntukan

dan Susunan Ferangkat Daerah l(abupaten Musi Rawas

(kmbaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor

1o):

8. Peraturan Bupa.ti Nomor 101 Tahun 2019 tcntang Susunan

Organisasi, ltga8 dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Musi Ra$as (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019

Nomor 101);
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8. P€ta dasar adalah peta yang menyajikan ungur-unsur alam dan

atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi

pada suatu bidang datar dengan Skala'

penomoran, proyeksi dan georcferensi tertentu'

9. Penetapan batas desa adalah proses Penetapan batas DeBa

secara kartometrik di ataB suatu peta dasar yang discpakati'

10. Peta penetapan batas desa adalah pcta yang menyajikan batas

desa hasil penetaFn berbasis peta dasar atau citra tcgak

rcsolusi tinggi.

11. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik- titik

koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan

dalam bentuk Peta batas dengan daftar titik- titik koordinat

batas Dess

12. Peta batas desa edatah p€ta yang menyajikan scmua unsur

batas dan unsur lainnya, scperti pilar batas' garis batas'

toponimi Perairan dan transportasi'

Pasal 2

Batas Desa antara Desa Mulyoharjo dengan Desa Trimuldi

Kecamatan ETS Lnu dimulai dari :

a, TK 1 dengan koordinat LOg" 2l' 52,657^ BT dan 3' 29' 35'582"

I-s yang mcrupakan batas Desa antara Desa

Muyoharjo, Desa Trimulrti dan Desa Sukanalrnur Kecamatan

BTfl Ulu;

TK 1 Belanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalan

sampai pada TK 2 dengan koordinat 103' 21' 28,876' BT dan 3'

29' .14,015' LSi.

TK 2 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti AB Jalan

sampai pada TK 3 dengan koordinat lO3" 2l' 2,67' BT dan 3'

30' 5,23o', LSt.

d. TK 3 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalart

sampai pada Tt( 4 dengan koordinat 1o3' 20' 51'4E5' Bf dan

3' 30', 16,162" LS.

e. TK 4 sclanjutnya kc arah Barat Daya mengikuti As Jalan

sempai pada TK 5 dengan koordinat 1O3' 20' 46,398' BT dan 3'

30' 22,175', LS.

b.



f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti As Jalsn

sampai pada TK 6 dengan koordinat 1O3' 20' 43,279" BT dan

3" 30', 25,906" LS.

g. TK 6 setranjutnya ke arah Barat Daya mengikuti AB Jalan

sarupai pada TI( 7 dengan koordinat 1O3' 20' 37,401' BT dan 3'

30' 28,702" LSt.

h. fi 7 selanjutnya ke arah Selatan mengikuti AB Jalan samPai

pada Tt( E dengan koordinat lO3" 20' 37,472. Bf, dan 3' 30'

34,7@',1,s.

i. TK 8 scLanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai

pada TK 9 dengan koordinat 103' 20' 14'971" BT dan 3' 30'

36,661',IS.
j. TK 9 selanjutnys ke arah Barat mengikuti As Jalan eampai

pada TK l0 dengan koordinat 1O3' 19' 56,653' RT dan 3' 30'

33,845" LSi.

k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat mengikuti As Jalan sampai

pada TK fl dengan koordinat 1O3' 19' 44,254' BT dan 3" 30'

33,850' LSt.

l. TK 11 Eclanjutnya ke arah Selatan mengikuti As Jalan sampai

pada TK f2 dengian koordinat 1O3' 19' 44,533' BT dan 3" 30'

44,238" LSt.

m. TK 12 selsniutnya ke arah Barat mcngikuti As Jalan sampai

pa.da TK 13 dcngan koordinat 1O3' 19' 35,594' RT dan 3' 30'

44,341'lXi.

p.

TK 13 B€lanjutnya kc arah Tenggara mengikuti aliran srmgai

sampai pada TK 14 dcngan loordinat 1O3' 19' 38'938' Bf den

3' 30' 49,053' LSl.

TK 14 eelanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 15 dengan

koordinat l1g' lg' 42,247. BT dan 3' 30' 53,356' IXI'

TK 15 selanjutnya ke arah Sctatan sampai pada TK 16 dengan

koordinat 103' 19' 42,05E BT dan 3' 31' 1,575' LS'

Tt( 16 selenjutnya ke arah Sel"atan sampai pada TK 17 dengan

1O3" 19' 4l,o3E' Bt dan 3' 31' 8,923' LS'

TK u selanjutnya ke arah selatan sampai Pada TK 18 dengan

koordinat 103' 19' 41,197' BT dan 3' 31' 17,831' I.s'

TK 18 selsnjutnya ke arah Sclatan sampai Pada TK 19 dengan

koordinat 1O3" 19' 41,994' BT dan 3' 31' 20,491' LS'

n.

q.

r-
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t. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan sampai Pada TK 20 dengan

koordinat 103' 19' 41,932" BT dan 3" 3l' 24'974' tsl yang

merupakan batas daerah afltara Kabupaten Mugi Rawas

dengan Kabupatcn lahat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalan Pasal 2 bersifat tetap dan

tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau

nama kecamatan.

Batas desa dan koordinat batas sebagaimans dimaksud dalam

Pasal 2 tcrcantum Pada peta dalam lrmPiran yang meruPa*an

bagian tidak tErpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Koordinat TK sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat ditindaklanjuti

dengan penandaan / pilar batae dilapanggn.

Pasal 6

Feraturan Bupati ini mutai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintshkan Pcngundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalsm Berita Daerah

Kabupatcn Musi Rawas.
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Pasal 4

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal ?o mant 2O2o

Diundangl€n di Muara Betti,
pada taniepl )O OtarYl 2O2O

SEKRETARIS DAERAH

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2O2O NOMOR I['


